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Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas (Studi Berkendara Bermotor Berknalpot Racing Yang Tidak Sesuai 

SNI Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu) 
 

ABSTRAK 

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan 
masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah- 
kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum yang ingin dicapai.  
Alasan inilah yang mendorong peneliti  untuk menyusun tugas akhir  dengan judul 
:“Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
(Studi Berkendara Bermotor Berknalpot Racing Yang Tidak Sesuai SNI Di 
Wilayah Hukum Polda Bengkulu).”Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimana 
implementasi penegakan hukum terhadap berkendara bermotor berknalpot rasing 
yang tidak sesuai SNI di wilayah hukum Polda Bengkulu? 2) Apa saja kendala 
yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan persyaratan SNI untuk 
berkendara bermotor berknalpot racing. Jenis penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas, maka 
dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh 
Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam menangani penggunaan knalpot bising 
adalah dengan cara melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. 
Dalam operasi kendaraan bermotor tersebut tindakan yang dilakukan oleh 
Kepolisian Resor Kota Bengkulu apabila keterdapatan pengendara sepeda motor 
yang menggunakan knalpot bising adalah tilang dan penyitaan. 2) Kendala yang 
dialami polisi Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Bengkulu dalam melakukan 
penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing yang 
dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua yaitu penyebab internal 
diantaranya kurangnya sosialisasi terdahap masyarakat umum, Selain penyebab 
internal, terdapat juga penyebab eksternal yaitu masih rendahnya tingkat 
kesadaran hukum pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan 
knalpot racing yang masih belum memenuhi teknis layak jalan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan. 
 
 
 
Kata Kunci:Penegakan Hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas, Berkendara Bermotor Berknalpot Racing 
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Law Enforcement of Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic (Study of 
Motorbike Riding with Racing Mufflers Not in Accordance with SNI in the 

Jurisdiction of the Bengkulu Police) 

ABSTRACT 

Legal science in general and its practice often raises problems concerning 
the existence of legal rules, and the effectiveness of legal rules by highlighting the 
effectiveness of the law to be achieved. This is the reason that prompted the 
researcher to compile a final project entitled: "Law Enforcement of Law Number 
22 of 2009 Concerning Traffic (Study of Motorbike Riding with Racing Mufflers 
That Do Not Comply with SNI in the Jurisdiction of the Bengkulu Police)." The 
formulation of the problem is: 1) How is the implementation of law enforcement 
against motorbikes with racing mufflers that do not comply with SNI in the 
jurisdiction of the Bengkulu Police? 2) What are the obstacles faced by the police 
in enforcing the SNI requirements for motorbikes with racing mufflers. The type of 
research used by the researcher is empirical legal research that is descriptive in 
nature. Based on the results of the research and discussion of the problems 
discussed, the following conclusions can be drawn: 1) Law enforcement carried 
out by the Bengkulu City Police in handling the use of noisy mufflers is by 
conducting control or operations of motor vehicles. In the operation of motor 
vehicles, the actions taken by the Bengkulu City Police Resort if a motorcyclist is 
found using a noisy exhaust are ticketing and confiscation. 2) The obstacles 
experienced by the Bengkulu Police Resort Traffic Unit in enforcing the law 
against violations of the use of racing exhausts by two-wheeled motor vehicle 
drivers are internal causes, including the lack of socialization to the general 
public. In addition to internal causes, there are also external causes, namely the 
low level of legal awareness of two-wheeled motor vehicle drivers who use racing 
exhausts that still do not meet the technical requirements for roadworthiness in 
accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road 
Transportation. 

 

Keywords: Law Enforcement, Law Number 22 of 2009 concerning Traffic, 
Driving a Motorbike with a Racing Exhaust 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan bagian dari Negara yang sedang berkembang dari 

segi ekonomi, sosial maupun industri di dunia. Karena tergolong bagian dari 

Negara yang berkembang dan ingin maju, Indonesia tentunya harus berupaya 

untuk beradaptasi dan ikut melakukan perkembangan dalam semua bidang. 

Supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi 

yang serba canggih dan modern ini. Ciptaan produk modern yang banyak 

ditemukan di Indonesia yakni kendaraan bermotor. Jumlah masyarakat yang 

mempunyai kendaraan bermotor melambung pesat dari tahun ke tahun. Akan 

tetapi tidak diikuti dengan kesadaran dan pengetahuan cara berkendara yang 

baik, terlebih lagi emosional pengendara yang berakibat kepada kemacetan 

lalu lintas sehingga melahirkan angka kemacetan yang tinggi di sepanjang 

jalan.1 

Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki susunan hukum yang 

diperuntukan terutama pada pelakunya yang konkret, yakni pelaku 

pelanggaran yang positif melakukan pelanggaran. Susunan hukum dibuat 

tidak hanya menyempurnakan masyarakat, terlebih lagi untuk menertibkan 

masyarakat supaya sistematis dan teratur. Maka dari pada itu , susunan hukum 

harus memiliki sanksi yang tegas dan signifikan. 

 
1 Arrasjid, Choinur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 35. 
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 Indonesia merupakan negara hukum, dalam pelakasanaan pemerintahan 

dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum.  Hukum di Indonesia 

dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis 

(undang-Undang) dan yang tidak tertulis. Peraturan dibuat semata-mata untuk 

menciptakan negara yang adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, 

peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mau mematuhi dan 

menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas 

keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting 

bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang 

menggunakan alat trasportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam 

perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. 

Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor 

mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan.2 

 Modernisasi membawa dampak yang sangat nyata bagi kehidupan 

masyarakat, zaman berubah dengan sangat cepat dalam berbagai bidang, 

sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Masalah 

muncul bagi mereka yang tidak mau menerima perubahan, sehingga masalah 

ini muncul di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, 

politik dan budaya. Selain modernisasi, permasalahan tersebut juga 

disebabkan oleh globalisasi. Perbedaan pendapat dan pemikiran akibat 

 
2 Firdiansyah, Achmad Ony Mirza, Ahmad Heru Romadhon, and Agam Sulaksono. 

"penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi knalpot racing pada sepeda motor di Kota 
Surabaya." Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum 7, no. 2 (2024): 30-34. 
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globalisasi berhimpitan dengan gaya hidup modern yang mengarah pada 

perilaku atau kegiatan yang dianggap menyimpang dan dianggap merugikan 

masyarakat. Salah satu perilaku manusia yang ditimbulkan di era modern saat 

ini adalah perilaku masyarakat yang melakukan perjalanan dengan 

menggunakan alat transportasi pribadi. Pada zaman sekarang ini, transportasi 

digunakan sebagai alat yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas 

sehari-hari.  

 Untuk pergi jauh, orang sekarang dapat dengan mudah dan cepat 

mencapai tempat yang mereka inginkan. Semua ini berkat hasil pemikiran 

manusia yang memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan kehidupan 

untuk dapat menciptakan dan mengembangkan alat transportasi yang sangat 

berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh alat transportasi 

yang paling banyak digunakan masyarakat kita saat ini adalah kendaraan 

bermotor roda dua atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor. 

 Pelanggaran transportasi yang kita temui sehari-harinya mungkin telah 

menjadi sesuatu hal kebiasaan yang dimaklumi, namun pelanggaran itu 

berdampak pada masalah sosial yang terdapat di masyarakat, sehingga 

pelanggaran-pelanggaran umum yang kita dapati di lapangan ialah 

pelanggaran menggunakan “knalpot bising” yang ugal- ugalan, sehingga 

membuat masyarakat Kota Bengkulu banyak mengeluh dan membuat 

ketidaknyamanan, salah satunya membuat pendengaran pengendara atau 

penumpang motor yang lain terganggu dengan adanya knalpot bising itu yang 

bisa saja membahayakan diri sendiri dan juga masyarakat yang lainnya. 
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 Kesadaran dan kepatuhan hukum ialah bagaimana masyarakat tersebut 

harus berperilaku sesuai menurut aturan hukum tersebut. Kemudian hukum 

itu bias berjalan dengan baik dan beberapa faktor yang harus dipenuhi antara 

lain: 

1. Faktor hukum itu sendiri 

2. Faktor penegak hukum, pihak yang menjalankan hukum 

3. Faktor fasilitas penunjang yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yaitu dimana hukum itu diberlakukan 

5. Faktor kebudayaan, yakni harus bersesuaian dengan kebiasaan masyarakat 

tersebut. 

 Dalam kenyataanya kendaraan bermotor sering dijumpai tidak 

memenuhi persyaratan baik dalam administrasi maupun persyaratan teknis. 

Sangat banyak terdapat kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat- 

surat, plat nomor serta kelengkapan lainnya bahkan juga terdapat banyak 

kendaraan yang dimodifikasi atau dirubah dari bentuk standar bawakan 

pabrik atau bentuk normalnya. Mulai dari merubah warna, penambahaan  

aksesoris serta merubah bentuk kendaraan mulai dari bentuk rangka 

maupun badan kendaraan Adapun tujuan memodifikasi tersebut mulai dari 

hanya iseng-iseng ingin kendaraan yang dimilikinya tampil atau tampak 

lebih baik dan keren demi sekedar memuaskan keinginan serta juga bisa 

sebagai untuk ajang perlombaan modifikasi yang sering diadakan di 

berbagai kota atau daerah, dan seringkali dipergunakan oleh kelompok 
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touring yang dalam pengunaannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki 

izin.3 

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Undang-Undang LLAJ) merupakan kerangka hukum utama 

yang mengatur berbagai aspek lalu lintas di Indonesia, termasuk persyaratan 

teknis dan standar keselamatan bagi kendaraan bermotor. Salah satu fokus 

utama undang-undang ini adalah memastikan bahwa semua kendaraan 

bermotor yang beroperasi di jalan raya memenuhi Standar Nasional Indonesia 

(SNI). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi 

risiko kecelakaan, dan memastikan bahwa kendaraan beroperasi secara 

efisien dan ramah lingkungan. Kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan 

SNI dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk peningkatan risiko 

kecelakaan akibat kegagalan teknis, polusi udara yang lebih tinggi, dan 

gangguan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya.  

 Oleh karena itu, penegakan kepatuhan terhadap SNI menjadi sangat 

penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas. 

Pemerintah mengatur aspek keselamatan berkendara dalam Undang-undang 

Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini disetujui oleh DPR RI pada tanggal 

26 Mei 2009 dan kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 

bulan juni pada tanggal 22 Juni 2009. Tujuan Undang-Undang ini sendiri 

 
3 Majid, Luky Abdul, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Penerapan Sanksi Tambahan 

terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar dalam Undang-Undang Lalu Lintas." Legalite: Jurnal 
Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam 8, no. 2 (2023): 106-116. 
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adalah untuk memajukan dan menyelenggarakan lalu lintas jalan yang aman, 

dan lancar melalui: 

1.  Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

2.  Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan; 

3.  Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor dan pengemudi, Pendidikan berlaku lintas manajemen dan 

rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum Lalu Lintas. 

 Selain bergantung pada sarana dan prasarana serta regulasi pendukung, 

keamanan dan kenyamanan transportasi juga sangat bergantung pada factor 

kesadaran dan kepatuhan masyarakat menggunakan moda transportasi 

tersebut. 

dan infrastruktur. 

 Untuk mengimplementasikan hukuman yang terdapat dalam Pasal 48 

ayat (1),(2),dan (3) pelanggar diberi sanksi pidana yang tercantum didalam 

Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 

tentang LLAJ, yaitu : 

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis 

dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur 

kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

(satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu 

rupiah).” 



7 

 

 

 Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti kendaraan yang memakai 

knalpot racing terhadap kendaraan pribadi yang tidak memenuhi dan tidak 

sesuai standar dalam berkendaraan. Ketertarikan ini dikarenakan peneliti 

sering menjumpai kendaraan bermotor mulai dari mobil hingga sepeda motor 

yang ada dikota Bengkulu menambahkan aksesoris terhadap kendaraanya 

berupa knalpot racing yang mana knalpot ini tidak sesuai    dengan standar 

tingkat kebisingan yang sesuai dengan tipe atau cc kendaraanya tersebut. 

 Timbul suatu pertanyaan mengenai penggunaan knalpot racing ini, 

bagaimana bisa kendaraan pribadi menggunakan atau memasang knalpot 

racing yang tidak sesuai dengan standar kebisingannya dan apakah yang 

menjadi tujuan seorang pemilik kendaraan pribadi menggunakan knalpot 

racing seperti itu dan hal ini juga memikat peneliti untuk ingin mencari tahu 

bagaimana penegakan hokum oleh aparat terkait dimana sepengetahuan 

peneliti bahwasanya pengunaan knalpot ini harus  sesuai dengan ambang 

batas kebisingan kendaraan yang telah diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan menjadi aturan main dalam 

berkendaraan. Pihak satlantas Kota Bengkulu yaitu  BRIGPOL Yogi S 

Tanjung juga sudah melakukan penertiban terhadap pengendara yang 

menggunakan knalpot racing yang tidak sesuai standar pengendara yang  

diberikan sanksi dan tindakan tegas dari pihak satlantas Kota Bengkulu.  
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Tabel 1.1 
 

Data Dakgar Knalpot Tidak Sesuai Spesifikasi  Dan Dakgar Balap Liar 
Polres/Ta Jajaran Polda Bengkulu Agustus S/D Oktober 2024 

 
No  Satuan  Penindakan Knalpot Tidak Sesuai 

Spesifikasi 
Rangking 

  Jumlah 
Penindakan 

Jumlah BB Yang 
Di Amankan 

 

1. POLRES 
BKL. 
SELATAN 

196 196 1 

2. POLRES 
SELUMA 

147 147 2 

3. POLRES 
BKL. 
TENGAH 

131 131 3 

4. POLRES 
BKL. UTARA 

130 130 4 

5. POLRESTA 
BKL 

115 115 5 

6. POLRES 
MUKO-
MUKO 

101 101 6 

7. POLRES 
KAUR 

98 98 7 

8. DITLANTAS 90 90 8 
9. POLRES 

REJANG 
LEBONG 

88 88 9 

10 POLRES 
KEPAHIANG 

85 85 10 

11 POLRES 
LEBONG 

39 39 11 

 

 Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang 

berjudul: “Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas (Studi Berkendara Bermotor Berknalpot Racing 

Yang Tidak Sesuai SNI Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu)”. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap berkendara bermotor 

berknalpot rasing yang tidak sesuai SNI di wilayah hukum Polda 

Bengkulu? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan 

persyaratan SNI untuk berkendara bermotor berknalpot racing? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan implementasi penegakan hukum mengidentifikasi dan 

menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap berkendara bermotor 

berknalpot rasing yang tidak sesuai SNI diterapkan di wilayah hukum 

Polda Bengkulu. 

2. Mengevaluasi kendala mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pihak 

kepolisian dalam menegakkan persyaratan SNI untuk berkendara 

bermotor berknalpot racing 

D. Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat  Teoritis 

1) Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti ialah menambah 

wawasan serta mengembangkan pengetahuan tentang penegakan 

hukum oleh aparat terhadap penggunaan knalpot racing. 

2) Adapun Manfaat penelitian ini untuk masyarakat agar masyarakat 

mengerti tentang penegakan hukum oleh aparatur penegak hukum 

demi mencapai ketertiban dan keselamatan serta terkhusus untuk 
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pengguna knalpot racing yang tidak sesuai standar dan tidak memiliki 

izin agar penelitian ini menjadi pengetahuan agar mematuhi dan tidak 

melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

1) Hasil riset ini secara efektifitas bisa dipakai menjadi bahan rujukan 

terhadap aparat atau pejabat penegak hukum dalam melakukan 

penegakan hukum bagi pengendara yang menggunakan knalpot racing 

yang tidak sesuai standar di kendaraan pribadinya. 

2) Hasil penelitian (riset) ini juga bisa dipakai sebagai panduan terhadap 

pengguna knalpot racing agar melengkapi persyaratan atau pun izin 

terhadap penggunaan knalpot tersebut sehingga kendaraan miliknya 

tidak melanggar peraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


